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[bookmark: _Hlk202379127][bookmark: _Hlk202378120]Ira Choiri, Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce di Kalimantan Timur. Dibimbing oleh Ibu Salmah Pattisahusiwa. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengetahuan peraturan pajak, digitalisasi layanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce di Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner serta diukur dengan skala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden pengguna e-commerce di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis PLS-SEM yang diolah dengan program SmartPLS Versi 4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan pajak, dan persepsi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman serta persepsi yang baik dapat meningkatkan kepatuhan. Namun, digitalisasi layanan pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa layanan digital dan kesadaran wajib pajak belum berdampak nyata memengaruhi tingkat kepatuhan.

Kata Kunci: pengetahuan peraturan pajak, digitalisasi layanan pajak, kesadaran wajib pajak, persepsi wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT
Ira Choiri, The Influence of Tax Regulation Knowledge, Tax Service Digitalization, Taxpayer Awareness, and Taxpayer Perception on Taxpayer Compliance of E-Commerce Users in Kalimantan Timur. Supervised by Mrs. Salmah Pattisahusiwa. This study aims to prove the influence of tax regulation knowledge, tax service digitalization, taxpayer awareness, and taxpayer perception on taxpayer compliance of e-commerce users in Kalimantan Timur. This type of research is quantitative using primary data in the form of questionnaires and measured with a Likert scale. The number of samples used in this study was 100 respondents of e-commerce users in Kalimantan Timur. This study uses the PLS-SEM analysis method processed with the SmartPLS Version 4 program. The results of this study indicate that tax regulation knowledge and taxpayer perception have a positive and significant effect on taxpayer compliance. This indicates that increased understanding and good perception can increase satisfaction. However, the digitalization of tax services and taxpayer awareness do not have a significant effect on taxpayer compliance. This finding indicates that digital services and taxpayer awareness have not had a significant impact on the level of compliance.
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Pajak merupakan bentuk kewajiban memberikan andil kepada negara yang diwajibkan secara paksa dan telah diatur dalan Undang-Undang kemudian digunakan dalam keperluan negara, pembangunan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Masyarakat berperan penting dalam bidang perpajakan guna meningkatkan program pemerintah, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. 
Berdasarkan data Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Timur jumlah pendapatan negara regional Kaltim pada 2021 sampai 2024 sebagai berikut:
[bookmark: _Toc188549582][bookmark: _Toc192487572][bookmark: _Toc201982569]Tabel 1. 1 Pendapatan Negara Regional Kaltim Tahun 2021-2024 (miliar Rp)
	Tahun
	Penerimaan Perpajakan
	Penerimaan Bukan Pajak
	Hibah
	Jumlah

	2021
	Nilai
	20.595,2
	1.760,4
	-
	22,355.60

	
	Persentase
	92.13%
	7.87%
	
	

	2022
	Nilai
	33.777,00
	2.016,99
	-
	35,793.99

	
	Persentase
	94.37%
	5.63%
	
	

	2023
	Nilai
	40.935,36
	3.189,62
	-
	44,124.98

	
	Persentase
	92.77%
	7.23%
	
	

	2024
	Nilai
	24.775,82
	2.486,27
	-
	27,262.09

	
	Persentase
	90.88%
	9.12%
	
	


Sumber: Kanwil DJPb Kaltim, 2024 (diolah).
Pada table 1.1 pendapatan dari sektor pajak pada tahun 2024 yakni 90.88% lebih besar dibandingkan dari bukan sektor sebesar 9.12% dan tidak ada penerimaan hibah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang paling potensial yang bisa menjadi ujung tombak pembangunan negara.
Saat ini Indonesia memasuki era digital, masyarakat sekarang dalam kehidupannya yang serba digitalisasi. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 dari adanya hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, menyentuh angka 79,5% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang artinya dapat dikatakan dengan adanya peningkatan 1,4%. (APJII: 2024)
Jumlah pengguna internet di Kalimantan Timur pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan yang tinggi. Bahkan Kalimantan Timur menyumbangkan 1,42% dari tingkat penetrasi internet nasional sebesar 79,5%. (Diskominfo Prov. Kaltim, 2024). Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, aksebilitas platform e-commerce juga meningkat dan memberikan dampak positif bagi ekonomi dan potensi pendapatan negara melalui pajak. Electronic Commerce atau disingkat e-commerce berarti distribusi, beli, jual, distribusi barang dan jasa melalui aplikasi elektronik (Aprilianto & Hidayat, 2020). Menurut Kemendag RI (2024) pada tahun 2024 Bank Indonesia memperkirakan nilai transaksi e-commerce diprediksi akan tumbuh 2,8% menjadi Rp487 triliun pada 2024 dan 3,3% menjadi Rp503 triliun pada 2025. 
Kondisi ini memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk memperluas basis pajak, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam memastikan kepatuhan wajib pajak para pelaku usaha e-commerce. Menurut Zulma (2020), kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan peraturan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Soda et al., 2021). Pengetahuan tentang peraturan pajak, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah kunci bagi pelaku e-commerce. Namun, untuk pengetahuan peraturan pajak di Kalimantan Timur masih mempunyai kendala. Hal ini disebabkan karena tidak sepenuhnya memahami prosedur dan kewajiban perpajakan. Peraturan mengenai PPN termasuk tarif sering kali dianggap rumit oleh masyarakat. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025) memberikan mandat kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk melakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pajak dipungut sebesar 0,05% dari penghasilan yang diterima oleh pedagang. Semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, semakin besar kemungkinan untuk patuh, menghindari sanksi, dan sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil. Menurut penelitian terdahulu seperti Hapsari et., al (2022), Dolosais (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan penelitian dari Ratna (2023) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Kurangnya kepatuhan wajib pajak juga dapat disebabkan oleh digitalisasi layanan pajak. Tujuan adanya digitalisasi pajak untuk meningkatkan pelayanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan (OECD, 2021). Namun, untuk digitalisasi layanan pajak ini terdapat kendala di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh jangkauan jarak yang jauh, apalagi beberapa daerah yang berada di pelosok sehingga akses jangkauan sinyal yang masih belum sampai. Karena faktor jangkauan yang jauh tersebut menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak atau menunggak pembayaran pajak. Tantangan digitalisasi sistem perpajakan, yaitu mengembangkan regulasi yang layak dan tepat, memaksimalkan pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan kualitas SDM (Srinadi, 2023). Menurut penelitian terdahulu seperti Tambun & Ananda (2022), Aini & Nurhayati (2022), menyatakan bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Gaol (2024) bahwa digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Dampak dari kurangnya kepatuhan wajib pajak adalah rendahnya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mengacu pada pemahaman dan tanggung jawab moral seseorang atau entitas dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Akan tetapi, kesadaran ini menghadapi tantangan di Kalimantan Timur. Penyebabnya adalah banyak masyarakat yang menjalankan bisnis tapi mengesampingkan kewajiban membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran ini memahami pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang berdampak positif pada penerimaan negara dan pembangunan ekonomi. Menurut penelitian terdahulu seperti Kesaulya et al., (2019), Irwansyah (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian dari Rita (2020) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Hal lain yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak adalah persepsi wajib pajak. Persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan pelayanan pajak merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Natalia et al., 2022). Membangun persepsi positif dengan melakukan pelayanan yang baik, edukasi mengenai peraturan perpajakan, dan transparansi dalam pengelolaan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian terdahulu, seperti Wiwit & Arum (2019), Rusli (2021) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, hasil penelitian menurut Sunaryo et al., (2024) meunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Menurut Ajzen (1991) dalam Theory of Planned Behavior (TPB), perilaku yang ditunjukkan atau dilakukan oleh seseorang terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), seorang WP akan bertindak secara sadar untuk mempertimbangkan informasi yang kemudian akan membentuk keyakinan dan sikap WP, kepercayaan pada sistem dan kesadaran akan tanggung jawab akan kepatuhan membayar pajak.
Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan alasannya karena pertumbuhan transaksi e-commerce yang terus meningkat. Volume transaksi e-commerce di Kaltim tercatat sebanyak 4,8 juta transaksi, meningkat dibanding kuartal sebelumnya sebanyak 3,9 juta transaski. Nominal transaksi e-commerce di Kaltim tercatat sebesar Rp 1,12 triliun sepanjang kuartal II 2021 dan diprediksikan akan terus mengalami peningkatan. (Bisnis.com, 2021)
Kendala pedagang atau pengusaha e-commerce (pengguna e-commerce) mengenai tarif PPN, seperti yang dilansir dari laman sosial media kolom komentar instagram PajakKaltimtara bahwa pedagang atau pengusaha e-commerce (pengguna e-commerce) menerima laba dari usahanya sebesar 10%, namun pajak yang harus dibayarkan sebesar 11%. Adapun hal serupa menanyakan apakah UMKM juga dikenakan pajak atau tidak.
Kendala lain terdapat dari Kabupaten Paser yang masyarakatnya memiliki banyak usaha namun lalai membayar pajak meskipun bukan penduduk asli namun memiliki usaha di daerah tersebut tetap wajib membayar pajak (humas.paserkab.go.id). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Muryani et., al (2024) di Kabupaten Penajam Paser Utara pada variabel Teknologi Informasi masih mempunyai kendala disebabkan karena wilayah tersebut yang sangat luas dengan jangkauan jarak yang jauh, dengan akses jangkauan sinyal yang belum sampai ke daerah pelosok.
Di tingkat regional, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Aktivitas ekonomis yang dinamis dan tingkat penetrasi internet yang tinggi di wilayah ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan e-commerce terjadi signifikan. Namun, data dan kajian komprehensif terkait kepatuhan pajak e-commerce di Kalimantan Timur masih sangat minim, dan tidak tersedia secara public, sehingga kondisi ini membatasi upaya WP dan penelitian empiris untuk memperoleh informasi yang relevan.
Paparan fenomena dan research gap yang telah dijelaskan melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan peraturan pajak, digitalisasi layanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan terhadap WPOP pedagang atau pengusaha e-commerce (pengguna e-commerce) di Kalimantan Timur. Yang membedakan penelitian ini adalah adanya variabel baru yaitu digitalisasi layanan pajak dan persepsi wajib pajak pengguna e-commerce, variabel ini dipilih karena pada penelitian sebelumnya masih jarang digunakan, dan terdapat ketidakkonsistenan hasilnya terhadap variabel dependen. Dengan demikian, penulis memilih menggunakan variabel ini untuk membuktikan kembali apakah ada pengaruh yang konsisten dan menjawab fenomena penelitian yang terjadi. 
Berdasarkan penjelasan latar belakang yang disampaikan oleh penulis, hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang kontradiktif dan perlu dikembangkan lebih lanjut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan peraturan pajak, digitalisasi layanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce di Kalimantan Timur dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce Di Kalimantan Timur”.
[bookmark: _Toc188546073][bookmark: _Toc210724751]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah pengetahuan peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce?
2. Apakah digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce?
4. Apakah persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce?

[bookmark: _Toc188546074][bookmark: _Toc210724752]Tujuan Penelitian 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti membuat tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.
2. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.

[bookmark: _Toc188546075][bookmark: _Toc210724753]Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dengan mengintegrasikan variabel ke dalam kerangka Teori Perilaku Terencana (TPB). Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce dipengaruhi oleh pengetahuan peraturan pajak, digitalisasi layanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan persepsi wajib pajak mendorong kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce di Kalimantan Timur.

2. Manfaat Praktis
a) Bagi Pengguna E-Commerce
Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi pedagang atau pengusaha e-commerce (pengguna e-commerce) di situs jual beli online sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan peraturan pajak, digitalisasi layanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan persepsi wajib pajak.


b) Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi serta wawasan bagi peneliti selanjutnya, yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan peraturan pajak, digitalisasi layanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce. 
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2.1 [bookmark: _Toc188546078][bookmark: _Toc210724756]Landasan Teori
2.1.1 [bookmark: _Toc188546079][bookmark: _Toc210724757]Teori Perilaku Terencana atau Theory of Planned Behavior (TPB)
[bookmark: _Hlk208736217]Teori Perilaku Terencana atau Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) (Fishbein & Ajzen, 1975). Teori ini menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Ajzen (1991) dalam Theory of Planned Behavior (TPB), perilaku yang ditunjukkan atau dilakukan oleh seseorang terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan.
Keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh seberapa positif atau negatif penilaian terhadap perilaku, seberapa besar tekanan sosial dari lingkungan, dan seberapa yakin ia bahwa memiliki kendali untuk melakukannya. Theory of Planned Behavior (TPB) memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk memahami perilaku, terutama perilaku yang tidak sepenuhnya berapa dibawah kendali individu, sehingga sangat relevan digunakan untuk meneliti kepatuhan pajak, termasuk pada wajib pajak pengguna e-commerce.
Kepatuhan wajib pajak di kalangan pengguna e-commerce dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan akses terhadap informasi pajak, meningkatkan kualitas layanan digital, dan mengedukasi wajib pajak untuk menumbuhkan persepsi positif terhadap pajak. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong niat dan tindakan patuh terhadap peraturan pajak yang sangat diperlukan dalam mendukung keberlanjutan pajak pada sektor e-commerce. 

2.1.2 [bookmark: _Toc188546080][bookmark: _Toc210724758]Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam sistem pajak yang menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab dari individua tau badan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Hal ini mencakup dari adanya tindakan, mulai dari mencatat transaksi, melaporkan kegiatan usaha, hingga membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 
Menurut Haning et al., (2021) kepatuhan wajib pajak ialah mematuhi, sanggup, mau, dan rela untuk melaporkan kekayaan maupun pendapatan pribadi ataupun bersedia untuk mengisi serta mengembalikan SPT. Menurut Noviyanti et al., (2016) kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, negara dapat memperoleh pendapatan yang stabil dan berkelanjutan untuk mendukung program-program pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Erica (2021), secara umum ada empat indikator atas kepatuhan pajak, yaitu:
1. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri.
Berarti WP setelah memenuhi persyaratan harus mendaftarkan diri ke KPP terdekat dari tempat tinggal atau kegiatan usahanya untuk memperoleh NPWP.
2. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk dapat menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu.
Berarti WP dalam memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan SPT Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh UU Perpajakan.
3. Kepatuhan atas perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP).
Berarti WP patuh dalam menghitung secara benar dan membayar pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Kepatuhan dari Wajib Pajak (WP) atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Berarti WP patuh dalam melunasi utang pajaknya sesuai dengan jumlah yang tertera pada STP atau SKP sebelum waktu jatuh tempo.
2.1.3 [bookmark: _Toc188546083][bookmark: _Toc210724759]Pengetahuan Peraturan Pajak
Pengetahuan peraturan pajak adalah tingkat pemahaman wajib pajak terhadap seluruh ketentuan dan tata cara administrasi perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup penguasaan atas klasifikasi jenis pajak, penentuan subjek dan objek, penetapan tarif, hingga pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak. Menurut Amran et al., (2023) pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kepatuhan untuk membayar pajak. 
Dalam membangun infastruktur negara setiap wajib pajak harus memiliki semangat dalam membangun tingkat pengetahuan dan pemahaman pentingnya pajak bagi negara (Aqiila & Furqon, 2021). Jika tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak meningkat maka menandakan bahwa pengetahuan wajib pajak pun meningkat. 
Menurut Rahayu (2020:196), secara umum ada lima indikator dar pengetahuan pajak sebagai berikut:
1. Kemampuan dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan.
Berarti WP dapat menghubungkan bagian peraturan perpajakan, sehingga WP dapat memahami dampak dan konsekuensinya serta memperluas pandangan terhadap perpajakan.
2. Kemampuan mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan peraturan perpajakan, sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus perpajakan.
Berarti WP dapat memahami peraturan perpajakan, memberikan contoh kasus perpajakan, misal pada tarif PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kemampuan menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan.
Berarti WP dapat memahami dan menarik kesimpulan yang tepat dari peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Kemampuan dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan.
Berarti WP dapat memahami peraturan perpajakan dan membandingkan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam situasi yang berbeda.
5. Kemampuan membuat estimasi maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan.
Berarti WP dapat memahami dampak positif dan negatif dari peraturan perpajakan.

2.1.4 [bookmark: _Toc188546085][bookmark: _Toc210724760]Digitalisasi Layanan Pajak
Digitalisasi layanan pajak adalah bentuk upaya transformasi teknologi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam sistem perpajakan guna memudahkan proses administrasi, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak. 
Menurut Yap & Mimi (2022) transformasi digitalisasi layanan pajak diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang artinya diharapkan juga dengan adanya rasa nasionalisme serta adanya digitalisasi layanan pajak memudahkan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan digitalisasi layanan pajak dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi serta meminimalisir segala bentuk untuk manipulasi terhadap perpajakan, yang mana perbuatan ini bukan contoh dari rasa nasionalisme seseorang (James & Sawyer, 2018).
Menurut Tambun et., al (2020) secara umum ada tiga indikator atas digitalisasi layanan pajak, yaitu:
1. Aplikasi layanan pajak berbasis digital.
Berarti layanan pajak berbasis digital mudah diakses, efisien, dan transparan.
2. Kemudahan akses informasi pajak.
Berarti WP mendapatkan informasi perpajakan dengan mudah, dan efisien.
3. Inovasi layanan pajak.
Berarti WP dapat memanfaatkan layanan pajak dengan cepat, dan mudah diakses.

2.1.5 [bookmark: _Toc188546087][bookmark: _Toc210724761]Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas (Isnaini & Karim, 2021). 
Kesadaran wajib pajak menjadi elemen penting dalam sistem perpajakan yang efektif dengan kondisi individu atau badan hukum memahami, mengakui, dan menghargai perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Madjodjo & Baharuddin (2022) apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi atas pentingnya pajak maka wajib pajak akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pula untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya.
Menurut Nurmantu (2015:103) secara umum ada empat indikator dari kesadaran wajib pajak, yaitu:
1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 
Berarti WP mengetahui undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan negara.
Berarti WP memahami bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berarti WP memahami perpajakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
Berarti WP memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

2.1.6 [bookmark: _Toc188546089][bookmark: _Toc210724762]Persepsi Wajib Pajak
Menurut Anggraeni et., al (2020) persepsi merupakan proses penafsiran dan penerimaan rangsangan yang berasal dari lingkungan. Persepsi wajib pajak adalah bentuk pandangan atau sikap yang dimiliki oleh individu atau badan dari adanya sistem dan kebijakan perpajakan di suatu negara. Persepsi ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, serta kepatuhan untuk membayar pajak. 
Untuk menumbuhkan persepsi yang positif terhadap petugas pajak dan pelayanannya, petugas pajak diharapkan bersifat simpatik, membantu, melindungi, dan bekerja dengan jujur (Bahir et al., (2022). Dengan demikian pemerintah perlu memperhatikan persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan dan berupaya membangun citra yang baik melalui kebijakan yang transparan, adil, dan efektif. 
Menurut Irmayanti (2016) secara umum ada lima indikator dari persepsi wajib pajak, yaitu:
1. Wajib pajak paham akan pentingnya pajak.
Berarti WP memahami peran dan fungsi pajak untuk negara dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Tidak mengecewakan wajib pajak.
Berarti DJP memberikan layanan perpajakan yang efisien, jelas, dan mudah dipahami.
3. Bersikap adil.
Berarti DJP memberikan layanan perpajakan dengan cara yang setara tanpa ada perlakuan diskriminatif.
4. Kenyamanan wajib pajak.
Berarti WP merasa tidak terbebani, merasa dihargai, dan dapat menjalani proses administrasi pajak dengan baik.
5. Dapat dipercaya.
Berarti WP mendapatkan informasi yang akurat transparan, dan peraturan pajak diterapkan secara konsisten tanpa ada penyalahgunaan.

2.2 [bookmark: _Toc210724763][bookmark: _Toc188546091]Ketentuan Pajak Pengguna E-Commerce
2.2.1 [bookmark: _Toc210724764]Pengguna E-Commerce
E-Commerce atau Electronic Commerce adalah sebuah sistem perdagangan yang memungkinkan terjadinya proses jual beli barang atau jasa melalui media elektronik seperti internet. Secara mendasar, e-commerce memindahkan interaksi dan aktivitas yang awalnya pertemuan fisik menjadi interaksi digital. Proses ini mencakup seluruh tahap, mulai dari penyediaan katalog produk, pemasaran, pemesanan, dan pembayaran online, hingga pertukaran data yang diperlukan untuk menyelesaikan kesepakatan.
Kunci dari e-commerce adalah penggunaan teknologi digital (website, aplikasi, dan marketplace) sebagai media utama untuk menghubungkan penjual dan pembeli sehingga memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Menurut Putra et al., (2023) e-commerce memberikan peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. 
Dalam penelitian ini, istilah pengguna e-commerce merujuk secara spesifik pada pedagang (seller) yang melakukan kegiatan penjualan melalui platform digital dan terikat pada kewajiban perpajakan di Indonesia. Menurut Muttaqin (2011) penjual/pelaku usaha/merchant merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet. Oleh karena itu seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen.
2.2.2 [bookmark: _Toc210724765]Perpajakan Atas Penghasilan E-Commerce
E-Commerce dan usaha yang dilakukan tanpa menggunakan media online seperti toko biasa pada umumnya memiliki perlakuan pajak penghasilan yang sama, diantaranya dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini:
a. Wajib pajak pribadi yang melakukan pencatatan. Wajib pajak dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan melakukan pencatatan, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan. 
b. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 tahun pajak.
Tidak ada perbedaan dalam perlakuan perpajakan antara perdagangan online dan offline. Meskipun e-commerce hanya berbeda pada sarana komunikasinya, aktivitas tersebut tetap menghasilkan objek pajak penghasilan. Dengan demikian, segala hak dan kewajiban perpajakan yang diatur dalam UU tetap mengikat dan harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis e-commerce. 
Seller e-commerce sering menganggap usahanya terlalu kecil untuk dikenai pajak. Padahal, UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 klister pajak penghasilan (PPh) dan peraturan turunan lainnya menegaskan bahwa setiap penghasilan dikenai pajak, termasuk yang diperoleh melalui platform digital seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025) diterbitkan sebagai respons terhadap pesatnya pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia. PMK 37/2025 bukanlah pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pelunasan PPh Final UMKM (0,5%) yang sebelumnya diatur dalam PP 55/2022. Melalui PMK 37/2025, mekanisme penyetoran PPh Final 0,5% oleh UMKM diubah menjadi dipungut oleh marketplace, dan jenis PPh yang dipungut ditetapkan sebagai PPh Pasal 22. 
Peraturan ini berpihak pada UMKM Orang Pribadi, dengan omzet sampai dengan Rp 500.000.000/tahun tetap tidak terutang PPh, asalkan pedagang menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace. Jadi, PMK 37/2025 memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM karena tidak perlu lagi melakukan penyetoran pajak sendiri, tetapi akan dipungut dan disetor oleh pihak lain atau marketplace.
2.3 [bookmark: _Toc210724766]Penelitian Terdahulu
Kajian terdahulu adalah acuan penulis yang terdapat kesimpulan, diambil dari teori-teori ilmiah didukung dengan bukti empiris yang untuk evaluasi peneliatian ini. 
[bookmark: _Toc188549598][bookmark: _Toc192487581][bookmark: _Toc201982889]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	[bookmark: _Hlk180996121]No.
	Nama dan Tahun Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	Riningsih et al., 2024
	Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Varibel Independen:
a. Program Pengungkapan Sukarela
b. Sosialisasi Perpajakan
c. Digitalisasi Layanan Pajak
	Hasil penelitian berikut:
Variabel program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Namun, variabel sosialisasi perpajakan dan digitalisasi layanan pajak tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. 

	2.
	Ratna, 2023
	Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen:
a. Kesadaran Wajib Pajak
b. Kualitas Pelayanan
c. Pengetahuan Perpajakan
d. Sanksi Perpajakan
	Hasil penelitian berikut:
Variabel kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Namun, variabel pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh secara nyata terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

	3.
	Yuliani et al.,2023
	Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen:
a. Pengetahuan Wajib Pajak
b. Kesadaran Wajib Pajak
c. Teknologi Informasi
	Hasil penelitian berikut:
Variabel pengetahuan wajib pajak dan teknologi informasi berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Namun, variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. 

	4.
	I Gusti Ayu Mita Dewi, 2023
	Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen:
a. Digitalisasi Layanan Pajak
b. Pemberian insentif Pajak
	Hasil penelitian berikut:
Variabel digitalisasi layanan pajak dan pemberian insentif berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. 


Disambung ke halaman berikutnya



	No.
	Nama dan Tahun Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	5.
	Ningrum, 2023
	Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen:
a. Pengetahuan Peraturan Pajak
b. Tarif Pajak
c. Kesadaran Wajib Pajak
	Hasil penelitian berikut:
Secara parsial variabel tarif pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Namun, pada variabel pengetahuan peraturan pajak secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. 

	6.
	Angelina, 2023
	Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen:
a. Pengetahuan Peraturan Perpajakan
b. Ketegasan Sanksi Pajak
	Hasil penelitian berikut:
Variabel pengetahuan peraturan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. 

	7.
	Tambun et al., 2022
	Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen:
a. Kewajiban Moral
b. Digitalisasi Layanan Pajak
c. Nasionalisme 
	Hasil penelitian berikut:
Variabel digitalisasi layanan pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Namun, pada variabel kewajiban moral, dan nasionalisme tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. 

	8.
	Hapsari et al., 2022
	Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen:
a. Pengetahuan Perpajakan
b. Ketegasan Sanksi Pajak
c. Kesadaran Wajib Pajak
	Hasil penelitian berikut:
Variabel pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Namun, variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.


Disambung ke halaman berikutnya


	No.
	Nama dan Tahun Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	9.
	Irwansyah, 2021
	Variabel Dependen:
a. Efektivitas Sistem Perpajakan
b. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen:
a. Sanksi Perpajakan
b. Kesadaran Wajib Pajak
c. Sosialisasi Perpajakan
d. Persepsi Wajib Pajak
	Hasil penelitian berikut:
Sanksi perpajakan dan persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel efektivitas sistem perpajakan. Namun, pada variabel kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

	10.
	Sunaryo et al., 2020
	Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen:
a. Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018
b. Pemahaman Perpajakan 
c. Kesadaran Wajib Pajak
	Hasil penelitian berikut:
Secara stimulan variabel persepsi wajib pajak atas penerapan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Namun, secara parsial variabel persepsi wajib pajak atas penerapan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

	11.
	Sitorus et al, 2020
	Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen:
a. Pengetahuan Perpajakan
b. E-Commerce
c. Internal Control
	Hasil penelitian berikut:
Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan e-commerce berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk variabel moderasi yaitu internal control belum dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan dan pengetahuan e-commerce terhadap kepatuhan wajib pajak.


Sumber: Data diolah penulis, 2024

2.4 [bookmark: _Toc210724767]Kerangka Konseptual
Menurut Ajzen (1991), seseorang dapat melakukan suatu perilaku hanya jika memiliki kontrol akan perilaku tersebut. Teori Perilaku Terencana atau Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh wajib pajak timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Dorongan berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor penentu, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. 
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya, antara lain pengetahuan peraturan pajak, digitalisasi layanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan persepsi wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. 
Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dapat disimpulkan bahwa sikap, norma, dan kontrol perilaku dapat memengaruhi pengetahuan peraturan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sikap wajib pajak memengaruhi digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta pada sikap dan kontrol perilaku memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat digambarkan kerangka konseptual berikut ini:



Theory of Planned Behavior (TPB))



Persepsi Wajib Pajak
Kesadaran Wajib Pajak
Digitalisasi Layanan Pajak
Pengetahuan Peraturan Pajak



[bookmark: _Toc188546093][bookmark: _Toc188561142][bookmark: _Toc188561717][bookmark: _Toc188816760][bookmark: _Toc188863384][bookmark: _Toc188873977][bookmark: _Toc192487972]Kepatuhan Wajib Pajak

[bookmark: _Toc210013333][bookmark: _Toc210013361]Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.5 [bookmark: _Toc188546094][bookmark: _Toc210724768]Pengembangan Hipotesis
2.5.1 [bookmark: _Toc188546095][bookmark: _Toc210724769]Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Aninda, et., al (2023) pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai peraturan pajak cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap kewajiban membayar pajak. wajib pajak akan memahami mengapa pajak perlu dibayar, bagaimana perhitungan pajak, dan konsekuensi hukum jika menghindari pahak. Dalam teori Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) dapat disimpulkan bahwa memberikan kerangka yang berguna untuk memahami bahwa pengetahuan peraturan pajak mempengaruhi sikap, norma dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki pengetahuan peraturan pajak akan lebih termotivasi (sikap) dan merasa mampu (kontrol perilaku) untuk membayar pajak yang pada akhirnya akan menghasilkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.
Pengetahuan peraturan pajak juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang kuat tentang pentingnya pajak, mempermudah proses pemenuhan kewajiban yang pada akhirnya akan menciptakan budaya kepatuhan pajak yang tinggi dan mendukung stabilitas serta pembangunan ekonomi yang lebih baik. Hasil sebelumnya yang berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak yang telah dilakukan oleh Angelina (2023), dan Hapsari et al., (2022), hasilnya bahwa pengetahuan peraturan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:
H1: Pengetahuan peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.2 [bookmark: _Toc188546096][bookmark: _Toc210724770]Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Isyrin (2019) digitalisasi pajak atau pajak di era digital dapat diartikan sebagai pajak atas perusahaan atau perorangan yang memanfaatkan teknologi internet. Dengan digitalisasi, proses pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak menjadi lebih cepat, aman, dan akurat, baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Dalam teori Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) dapat disimpulkan bahwa digitalisasi layanan pajak berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak, dengan meningkatkan pemahaman dan aksebilitas melalui teknologi digital, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, upaya untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat serta cara menggunakan layanan perpajakan digital sangat penting dalam mendukung reformasi perpajakan di Indonesia khususnya daerah Kalimantan Timur. 
Digitalisasi layanan pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan perpajakan, Melalui penerapan teknologi informasi, diharapkan sistem perpajakan menjadi lebih modern dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hasil sebelumnya yang berkaitan dengan digitalisasi layanan pajak yang telah dilakukan oleh I Gusti Ayu Mita Dewi (2023), dan Tambun et., al (2022), hasilnya bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:
H2: Digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.3 [bookmark: _Toc188546097][bookmark: _Toc210724771]Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Meidiyustiani et., al (2022) kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Awaloedin et., al 2020). Dalam teori Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi akan menghasilkan sikap yang positif, norma subjektif yang mendukung, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan untuk membentuk kepatuhan wajib pajak yang baik. Dalam konteks kesadaran wajib pajak, teori ini berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak bukan hanya tentang pengetahuan teknis, tetapi juga sikap pribadi dan pengaruh sosial. Jika wajib pajak memiliki sikap positif dan merasa didukung oleh norma sosial yang menganggap kepatuhan pajak adalah penting, niat untuk mematuhi kewajiban pajak akan meningkat. 
Kesadaran wajib pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, partisipasi, pemahaman tentang fungsi perpajakan. Dengan meningkatkan kesadaran ini dengan edukasi dan sosialisasi, diharapkan dapat tercipta sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif, serta mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Hasil sebelumnya yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak yang telah dilakukan oleh Ningrum (2023), dan Sunaryo et., al (2020), hasilnya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:
H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.4 [bookmark: _Toc188546098][bookmark: _Toc210724772]Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Robbins, Stephen P dalam Alimazar dan Nasbahry (2016:15) persepsi adalah suatu proses untuk mengatur dan mengartikan kesan yang dirasakan guna memberikan penilaian di lingkungan sekitar. Persepsi wajib pajak adalah cara pandang, sikap, dan keyakinan yang dimiliki oleh individu atau badan hukum mengenai kewajiban perpajakan dan sistem perpajakan yang berlaku. Dalam teori Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak adalah pendorong utama yang membentuk keyakinan wajib pajak tentang sistem perpajakan. Persepsi bahwa sistem pajak adil dan prosedurnya mudah diakses juga dapat memperkuat sikap ini. Dalam konteks persepsi wajib pajak, teori ini berpendapat bahwa persepsi wajib pajak memengaruhi sikap (apakah merasa membayar pajak itu baik atau buruk) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (apakah merasa mampu untuk patuh) yang pada akhirnya memprediksi perilaku kepatuhan. Semakin positif persepsi wajib pajak, semakin kuat niat untuk patuh membayar pajak.
Persepsi wajib pajak bertujuan untuk menciptakan lingkungan kepatuhan pajak dianggap sebagai perilaku yang wajar, penting, dan positif. Hal ini membantu memastikan bahwa pembayaran pajak dilakukan dengan sukarela dan tepat waktu, serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara.  Hasil sebelumnya yang berkaitan dengan persepsi wajib pajak yang telah dilakukan oleh Rusli (2022), dan Irwansyah (2021) hasilnya bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:
H4: Persepsi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 





2.6 Model PenelitianKepatuhan Wajib Pajak (Y)
Persepsi Wajib Pajak (X4)
Kesadaran Wajib Pajak (X3)
Digitalisasi Layanan Pajak (X2)
Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)


H1 +
H4 +
H3 +
H2 +
[bookmark: _Toc210013334][bookmark: _Toc210013362]Gambar 2. 2 Model Penelitian

[bookmark: _Toc188546100]
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[bookmark: _Toc210724774]BAB III
[bookmark: _Toc188546101][bookmark: _Toc188873985][bookmark: _Toc198529119][bookmark: _Toc199792027][bookmark: _Toc200708684][bookmark: _Toc201906964][bookmark: _Toc201985045][bookmark: _Toc201985205][bookmark: _Toc202416858][bookmark: _Toc210013665][bookmark: _Toc210724775]METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc188546102][bookmark: _Toc210724776]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Terdapat dua jenis variabel pada penelitian yaitu variabel dependen serta variabel independent. Berikut ini penjelasan dari masing-masing definisi operasional menurut peneliti:
3.1.1 [bookmark: _Toc188546103][bookmark: _Toc210724777]Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen atau terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce. Adapun kepatuhan wajib pajak adalah kemampuan dari individu atau badan usaha untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak diukur secara spesifik pada pedagang/pengusaha UMKM orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha penjualan barang atau makanan yang aktif menggunakan e-commerce di Kalimantan Timur. Menurut Erica (2021), kepatuhan wajib pajak diukur dengan skala likert 4 poin menggunakan beberapa indikator berikut ini:
1. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk dapat menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu.
3. Kepatuhan atas perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP).
4. Kepatuhan dari Wajib Pajak (WP) atas pembayaran dari tunggakan pajak baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).
3.1.2 [bookmark: _Toc188546104][bookmark: _Toc210724778]Variabel Independen (X)
3.1.2.1 [bookmark: _Toc210724779]Pengetahuan Peraturan Pajak (X₁)
Pengetahuan peraturan pajak adalah pemahaman dari seorang Wajib Pajak mengenai aturan-aturan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk membayar pajak. Menurut Rahayu (2020:196) pengetahuan peraturan pajak diukur dengan skala likert 4 poin menggunakan beberapa indikator berikut ini: 
1. Kemampuan dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan.
2. Kemampuan mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan peraturan perpajakan, sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus perpajakan.
3. Kemampuan menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan.
4. Kemampuan dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan.
5. Kemampuan membuat estimasi maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan.
3.1.2.2 [bookmark: _Toc210724780]Digitalisasi Layanan Pajak (X₂)
Digitalisasi layanan pajak adalah transformasi teknologi yang dilakukan pemerintah dalam membentuk layanan perpajakan berbasis online dengan memberikan kemudahan pada Wajib Pajak tentang semua hal urusan pajak. Menurut Tambun et., al (2020) digitalisasi layanan pajak diukur dengan skala likert 4 poin menggunakan beberapa indikator berikut ini: 
1. Aplikasi layanan pajak berbasis digital.
2. Kemudahan akses informasi pajak.
3. Inovasi layanan pajak.
3.1.2.3 [bookmark: _Toc210724781]Kesadaran Wajib Pajak (X₃)
Kesadaran wajib pajak adalah tingkat pemahaman dan kemauan dari seorang Wajib Pajak mengenai pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara serta menjadi tanggung jawab sebagai warga negara. Menurut Nurmantu (2015:103) kesadaran wajib pajak diukur dengan skala likert 4 poin menggunakan beberapa indikator berikut ini: 
1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 
2. Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3.1.2.4 [bookmark: _Toc210724782]Persepsi Wajib Pajak (X₄)
Persepsi wajib pajak adalah bentuk cara pandang atau penilaian dari seorang Wajib Pajak terhadap sistem dan kebijakan perpajakan dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. Menurut Irmayanti (2016) persepsi wajib pajak diukur dengan skala likert 4 poin menggunakan beberapa indikator berikut ini:
1. Wajib pajak paham akan pentingnya pajak.
2. Tidak mengecewakan wajib pajak.
3. Bersikap adil.
4. Kenyamanan wajib pajak.
5. Dapat dipercaya.
3.2 [bookmark: _Toc188546105][bookmark: _Toc210724783]Populasi dan Sampel
3.2.1 [bookmark: _Toc188546106][bookmark: _Toc210724784]Populasi
Menurut Sugiyono (2019:126) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang atau pengusaha e-commerce (pengguna e-commerce) yang menjualkan barang atau makanannya di platform media sosial, yaitu Shopee, Tiktok Shop, Lazada, Instagram, dan Marketplace Facebook yang ada di Kalimantan Timur.
3.2.2 [bookmark: _Toc188546107][bookmark: _Toc210724785]Sampel
Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini, yaitu menggunakan jenis Nonprobability sampling dengan teknik Purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018) Nonprobability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi saat akan dipilih sabagai sampel. Sedangkan teknik Purposive sampling menurut Sugiyono (2018) adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah yang akan diteliti. 
Dikarenakan jumlah populasi telah diketahui, maka digunakan Rumus  untuk mengetahui jumlah sampel, sebagai berikut:

Keterangan:
n	: Total sampel
N	: Jumlah populasi
E	: tingkat kesalahan sampel (sampling error) sebesar 10%
Maka, hasil perhitungan jumlah sampel yang akan digunakan yaitu:


n = 99,92
Jadi, jumlah sampel yang diperlukan sebesar 99,92. Namun, agar dalam proses perhitungan statistik mendapatkan hasil yang maksimal, maka peneliti membulatkan jumlah sampel menjadi 100 responden dari pengguna e-commerce secara umum. 
[bookmark: _Toc192487589][bookmark: _Toc200709847]Tabel 3. 1 Mapping sampel e-commerce wilayah Kalimantan Timur
	Wilayah
	Sampel

	Samarinda
	31

	Balikpapan
	11

	Berau
	4

	Kutai Kartanegara
	18

	Paser
	13

	Bontang
	10

	Kutai Timur
	4

	Penajam Paser Utara
	4

	Kutai Barat
	4

	Mahakam Ulu
	1


Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2025
Adapun kriteria responden dalam penelitian ini yang mengacu pada penelitian (Hasanah, 2016) yaitu:
1. Pengusaha yang memiliki bisnis e-commerce.
2. Pengusaha e-commerce yang telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun.
3. Pengusaha e-commerce yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. 

3.3 [bookmark: _Toc188546108][bookmark: _Toc210724786]Jenis dan Sumber Data
Jenis data penelitian ini merupakan data kuantitatif yang artinya data bisa langsung diukur atau dihitung berupa informasi berbentuk angka atau bilangan yang berasal dari kuesioner. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau responden dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan oleh peneliti disebut data primer. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah diolah sebelumnya seperti buku, jurnal, laporan, atau database sebagai bahan pendukung penelitian.

3.4 [bookmark: _Toc188546109][bookmark: _Toc210724787]Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Menurut Sugiyono (2017) kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, dilakukan penyebaran kuesioner kepada pengguna e-commerce dengan menggunakan Google form. 
[bookmark: _Toc200709848]Tabel 3. 2 Skala Likert
	Alternatif Jawaban
	Skor

	Sangat Tidak Baik (STB)
	1

	Tidak Baik (TB)
	2

	Baik (B)
	3

	Sangat Baik (SB)
	4


Sumber: Sugiyono, 2019.

3.5 [bookmark: _Toc188546110][bookmark: _Toc210724788]Metode Analisis Data
[bookmark: _Toc188546111][bookmark: _Hlk193406729]Penelitian ini menggunakan aplikasi software SmartPLS Versi 4 dengan Structual Equation Modelling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). SEM adalah teknik analisis untuk menguji secara simultan sebuah hubungan yang dibentuk dari salah satu atau lebih variabel bebas atau variabel tidak bebas yang tidak terukur (Nisa et al., 2021). Tujuan Partial Least Square (PLS) adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh antar konstruk untuk menguji hubungan prediktif (Hamid & Anwar, 2019). SmartPLS 4 digunakan untuk memprediksi suatu hasil berdasarkan variabel-variabel lain, SmartPLS akan memberikan hasil yang kuat dan relevan. Berbagai alat analisis akan membantu peneliti dalam pengolahan dan analisis data yang dikumpulkan:
3.6 [bookmark: _Toc210724789]Metode Partial Least Square (PLS)
Metode Partial Least Square (PLS) adalah teknik analisis Structual Equation Modelling (SEM) berbasis varian yang digunakan untuk menguji hubungan antara konstruk laten dengan indikatornya (outer model) maupun antar konstruk memiliki hubungan yang sesuai hipotesis penelitian (inner model). Menurut Musyaffi et al., (2022) ada tiga tahap untuk analisis PLS, yaitu:
1. Analisis Outer Model
2. Analisis Inner Model
3. Pengujian Hipotesis
3.6.1 [bookmark: _Toc210724790]Metode Analisis Outer Model
3.6.1.1 [bookmark: _Toc210724791]Convergent Validity
Convergent Validity adalah tingkat keterkaitan hubungan di antara berbagai indikator untuk mengukur konsep atau konstruk yang sama, menunjukkan korelasi yang tinggi di antara keduanya. Korelasi tersebut dikenal dengan istilah loading factor (outer loading). Menurut Musyaffi et al., (2022) nilai loading factor >0,7 dikatakan ideal dan nilai loading factor >0,5 masih dapat diterima.
3.6.1.2 [bookmark: _Toc210724792]Discriminant Validity
Uji validitas diskriminan dinilai dengan membandingkan nilai cross-loading dari setiap indikator terhadap konstruknya. Menurut Prana et al., (2022) suatu indikator harus mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dengan masing-masing konstruknya dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi yang lain untuk dapat dikatakan valid. Validitas diskriminan menguji sejauh mana konstruk benar-benar berbeda dari konstruk yang lain. 
3.6.1.3 [bookmark: _Toc210724793]Cronbach’s Alpha
Cronbach’s alpha adalah ukuran statistik untuk menilai reliabilitas dari beberapa indikator dalam suatu kuesioner atau skala. Uji reliabilitas dapat diperkuat dengan memanfaatkan nilai cronbach’s alpha. Menurut Musyaffi et al., (2022) sebuah variabel dapat dikatakan memenuhi cronbach’s alpha jika memiliki nilai >0,70.
3.6.2 [bookmark: _Toc210724794]Motode Analisis Inner Model
3.6.2.1 [bookmark: _Toc210724795]R-Square
Nilai R-Square merupakan suatu nilai dalam analisis regresi yang menunjukkan sejauh mana model statistik menjelaskan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai R-Square 0,25 (lemah), 0,50 (sedang), dan 0,75 (kuat) (Ghozali & Latan, 2015).
3.6.2.2 [bookmark: _Toc210724796]F-Square
Nilai F-Square digunakan untuk menunjukkan besarnya kontribusi atau kekuatan pengaruh suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan effect size. Jika nilai F-Square 0,02 (lemah), 0,15 (sedang), dan 0,35 (kuat) (Ghozali & Latan, 2015).
3.6.2.3 [bookmark: _Toc210724797]Path Analysis
Nilai Path Analysis merupakan pengembangan regresi berganda yang melibatkan variabel dan saling mempunyai hubungan yang komplek. Metode bootstrapping digunakan untuk mendapatkan nilai signifikansi tersebut. 
3.6.3 [bookmark: _Toc210724798]Metode Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis adalah cara yang digunakan untuk menentukan pernyataan yang telah dirumuskan dapat diterima atau ditolak berdasarkan data penelitian yang diperoleh, serta untuk membuktikan kebenaran teori yang digunakan. Dalam SmartPLS, pengujian hipotesis dilakukan dengan menghasilkan nilai t-statistics dan p-value sebagai dasar pengambilan keputusan. Hipotesis diterima jika nilai p-vallue <0,05 dan t-statistic >1,96 begitu sebaliknya hipotesis ditolak ketika nilai p-value >0,05 dan t-statistic <1,96 (Ghozali & Latan, 2015).
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[bookmark: _Toc210724799]BAB IV
[bookmark: _Toc198529138][bookmark: _Toc199792046][bookmark: _Toc200708703][bookmark: _Toc201906983][bookmark: _Toc201985064][bookmark: _Toc201985224][bookmark: _Toc202416877][bookmark: _Toc209957432][bookmark: _Toc210013690][bookmark: _Toc210724800]HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 [bookmark: _Toc210724801]Gambaran Umum
Penelitian didasarkan pada data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden dengan menggunakan Google Form. Wajib pajak pengguna e-commerce di Kalimantan Timur menjadi subjek pada penelitian ini. Sampel sebanyak 100 wajib pajak pengguna e-commerce diperoleh berdasarkan hasil pendataan dan seleksi.
Sebanyak 112 kuesioner yang disebarkan, tersedia 100 kuesioner yang terisi lengkap, 12 diantaranya tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi syarat atau kriteria untuk digunakan sebagai sampel.
[bookmark: _Toc210013224]Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data
	Keterangan
	Jumlah

	Kuesioner disebar
	112

	Kuesioner terisi
	112

	Kuesioner tidak dapat diolah
	12

	Kuesioner dapat diolah
	100


Sumber: Data Diolah, 2025
4.2 [bookmark: _Toc210724802]Karakteristik Responden
Karakteristik dari responden terdiri dari jenis kelamin, domisili, platform transaksi e-commerce, dan kepemilikan NPWP yang ditampilkan pada tabel 4.2 berikut:


[bookmark: _Toc210013225]Tabel 4. 2 Karakteristik Responden
	No.
	Keterangan
	Jumlah
	Persentase

	1
	Jenis Kelamin
	
	

	
	c. Pria
d. Wanita
TOTAL
	21
79
	21%
79%
100%

	2
	Domisili
	
	

	
	a. Samarinda
b. Balikpapan
c. Bontang
d. Kutai Kartanegara
e. Berau
f. Paser
g. Kutai Timur
h. Penajam Paser Utara
i. Kutai Barat
j. Mahakam Ulu
TOTAL
	36
19
6
9
5
4
7
3
7
4
	36%
19%
6%
9%
5%
4%
7%
3%
7%
4%
100%

	3
	Platform Transaksi E-Commerce
	
	

	
	a. Shopee
b. Tiktok Shop
c. Lazada
d. Instagram
e. Marketplace Facebook
TOTAL
	37
13
3
31
16
	37%
13%
3%
31%
16%
100%

	4
	Memiliki NPWP
	
	

	
	a. Ya
b. Tidak 
TOTAL
	53
47
	53%
47%
100%


Sumber: Data Diolah, 2025
4.3 [bookmark: _Toc210724803]Metode Partial Least Square (PLS)
4.3.1 [bookmark: _Toc210724804]Metode Analisis Outer Model
4.3.1.1 [bookmark: _Toc210724805]Convergent Validity
Convergent Validity adalah tingkat keterkaitan hubungan di antara berbagai indikator untuk mengukur konsep atau konstruk yang sama, menunjukkan korelasi yang tinggi di antara keduanya. Korelasi tersebut dikenal dengan istilah loading factor (outer loading). 
[bookmark: _Toc210013226]Tabel 4. 3 Hasil Outer Loading
	Variabel
	Instrumen
	Outer Loading
	Keterangan

	Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)
	X1.1
	0,584
	Valid

	
	X1.2
	0,827
	Valid

	
	X1.3
	0,723
	Valid

	
	X1.4
	0,663
	Valid

	
	X1.5
	0,723
	Valid

	Digitalisasi Layanan Pajak (X2)
	X2.1
	0,838
	Valid

	
	X2.2
	0,815
	Valid

	
	X2.3
	0,745
	Valid

	Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	X3.1
	0,633
	Valid

	
	X3.2
	0,682
	Valid

	
	X3.3
	0,836
	Valid

	
	X3.4
	0,776
	Valid

	Persepsi Wajib Pajak (X4)
	X4.1
	0,641
	Valid

	
	X4.2
	0,728
	Valid

	
	X4.3
	0,802
	Valid

	
	X4.4
	0,664
	Valid

	
	X4.5
	0,786
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Y.1
	0,880
	Valid

	
	Y.2
	0,785
	Valid

	
	Y.3
	0,704
	Valid

	
	Y.4
	0,784
	Valid


Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2025
Berdasarkan table 4.1 menunjukkan semua indikator memiliki nilai >0,7 dan >0,5 yang artinya indikator dapat diterima. Menurut Musyaffi et al., (2022) nilai loading factor >0,7 dikatakan ideal dan nilai loading factor >0,5 masih dapat diterima. Selanjutnya selain dilihat dari loading factor pada outer loading untuk mengevaluasi validitas konvergen dapat dilihat juga dari nilai Average Variance Extracted yang dinyatakan valid apabila nilainya >0,50.
[bookmark: _Toc210013227]Tabel 4. 4 Hasil Nilai AVE (Average Variance Extracted)
	Variabel
	Nilai AVE
	Keterangan

	Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)
	0,641
	Valid

	Digitalisasi Layanan Pajak (X2)
	0,625
	Valid

	Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	0,542
	Valid

	Variabel
	Nilai AVE
	Keterangan

	Persepsi Wajib Pajak (X4)
	0,502
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,529
	Valid


Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2025
Berdasarkan table 4.2 menunjukkan nilai (Average Variance Extracted) >0,50 artinya valid dan memenuhi syarat.
4.3.1.2 [bookmark: _Toc210724806]Discriminant Validity
Uji validitas diskriminan dinilai dengan membandingkan nilai cross-loading dari setiap indikator terhadap konstruknya.
[bookmark: _Toc210013228]Tabel 4. 5 Hasil Cross-Loading
	Variabel
	X1
	X2
	X3
	X4
	Y

	X1.1
	0,584
	0,419
	0,633
	0,457
	0,368

	X1.2
	0,827
	0,490
	0,836
	0,552
	0,880

	X1.3
	0,723
	0,745
	0,494
	0,728
	0,476

	X1.4
	0,663
	0,566
	0,511
	0,576
	0,493

	X1.5
	0,723
	0,452
	0,500
	0,511
	0,511

	X2.1
	0,543
	0,838
	0,776
	0,664
	0,444

	X2.2
	0,462
	0,815
	0,682
	0,638
	0,401

	X2.3
	0,723
	0,745
	0,494
	0,728
	0,476

	X3.1
	0,584
	0,419
	0,633
	0,457
	0,368

	X3.2
	0,462
	0,815
	0,682
	0,638
	0,401

	X3.3
	0,827
	0,490
	0,836
	0,552
	0,880

	X3.4
	0,543
	0,838
	0,776
	0,664
	0,444

	X4.1
	0,495
	0,370
	0,381
	0,641
	0,427

	X4.2
	0,723
	0,745
	0,494
	0,728
	0,476

	X4.3
	0,444
	0,618
	0,472
	0,802
	0,360

	X4.4
	0,543
	0,838
	0,776
	0,664
	0,444

	X4.5
	0,578
	0,513
	0,599
	0,786
	0,525

	Y.1
	0,827
	0,490
	0,836
	0,552
	0,880

	Y.2
	0,553
	0,435
	0,570
	0,538
	0,785

	Y.3
	0,564
	0,386
	0,486
	0,430
	0,704

	Y.4
	0,608
	0,436
	0,550
	0,453
	0,784


Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2025
Berdasarkan table 4.3 menunjukkan bahwa cross loading variabel >0,50 yang artinya tidak ada masalah dalam analisis cross loading. Menurut Prana et al., (2022) suatu indikator harus mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dengan masing-masing konstruknya dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi yang lain untuk dapat dikatakan valid.
4.3.1.3 [bookmark: _Toc210724807]Cronbach’s Alpha
Cronbach’s alpha adalah ukuran statistik untuk menilai reliabilitas dari beberapa indikator dalam suatu kuesioner atau skala. Uji reliabilitas dapat diperkuat dengan memanfaatkan nilai cronbach’s alpha. 
[bookmark: _Toc210013229]Tabel 4. 6 Hasil Cronbach’s Alpha
	Variabel
	Cronbach’s Alpha
	Keterangan

	Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)
	0,757
	Reliabel

	Digitalisasi Layanan Pajak (X2)
	0,719
	Reliabel

	Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	0,739
	Reliabel

	Persepsi Wajib Pajak (X4)
	0,774
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,801
	Reliabel


 Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2025
Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa cronbach’s alpha memiliki nilai >0,70 yang artinya semua pernyataan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini dinyatakan telah reliabel. Menurut Musyaffi et al., (2022) sebuah variabel dapat dikatakan memenuhi cronbach alpha jika memiliki nilai >0,70.
4.3.2 [bookmark: _Toc210724808]Motode Analisis Inner Model
4.3.2.1 [bookmark: _Toc210724809]R-Square
Nilai R-Square merupakan suatu nilai dalam analisis regresi yang menunjukkan sejauh mana model statistik menjelaskan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 
[bookmark: _Toc210013230]Tabel 4. 7 Hasil R-Square
	Keterangan
	R-Square

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,750


Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2025
Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa R-Square memiliki kriteria kuat dengan nilai 0,750 yang artinya bahwa 75% perubahan nilai kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel independen model. Jika nilai R-Square 0,25 (lemah), 0,50 (sedang), dan 0,75 (kuat) (Ghozali & Latan, 2015).
4.3.2.2 [bookmark: _Toc210724810]F-Square
Nilai F-Square digunakan untuk menunjukkan besarnya kontribusi atau kekuatan pengaruh suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan effect size. 
[bookmark: _Toc210013231]Tabel 4. 8 Hasil F-Square
	Variabel
	F-Square

	Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)
	0,246

	Digitalisasi Layanan Pajak (X2)
	0,127

	Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	0,241

	Persepsi Wajib Pajak (X4)
	0,010


Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2025
Berdasarkan tabel 4.6 nilai F-Square pada variabel pengetahuan peraturan pajak (X1) menunjukkan bahwa nilai F-Square (0,246) yang artinya effect size dari variabel tersebut adalah sedang karena kurang dari 0,35. Variabel digitalisasi layanan pajak (X2) menunjukkkan bahwa nilai F-Square (0,127) yang artinya effect size dari variabel tersebut adalah lemah karena kurang dari 0,15. Variabel kesadaran wajib pajak (X3) menunjukkan bahwa nilai F-Square (0,241) yang artinya effect size dari variabel tersebut adalah sedang karena kurang dari 0,35. Dan variabel persepsi wajib pajak (X4) menunjukkan bahwa F-Square (0,010) yang artinya effect size dari variabel tersebut adalah lemah karena kurang dari 0,02. Jika nilai F-Square 0,02 (lemah), 0,15 (sedang), dan 0,35 (kuat) (Ghozali & Latan, 2015).
4.3.2.3 [bookmark: _Toc210724811]Path Analysis
Nilai Path Analysis merupakan pengembangan regresi berganda yang melibatkan variabel dan saling mempunyai hubungan yang komplek. 
[image: ]
[bookmark: _Toc210013324][bookmark: _Toc210013367]Gambar 4. 1 Hasil Bootstrapping
Nilai model structural untuk hubungan jalur harus signifikan. Metode bootstrapping digunakan untuk mendapatkan nilai signifikansi tersebut. 
4.3.3 [bookmark: _Toc210724812]Metode Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis adalah cara yang digunakan untuk menentukan pernyataan yang telah dirumuskan dapat diterima atau ditolak berdasarkan data penelitian yang diperoleh, serta untuk membuktikan kebenaran teori yang digunakan. Hipotesis diterima jika nilai p-value <0,05 dan t-statistic >1,96 begitu sebaliknya hipotesis ditolak ketika nilai p-value >0,05 dan t-statistic <1,96 (Ghozali & Latan, 2015).
[bookmark: _Toc210013232]Tabel 4. 9 Hasil Path Coefficient
	Variabel
	Original Sampel (O)
	Sampel Mean (M)
	Standard Deviation (STDEV)
	T-Statistic (O/STDEV)
	P-Value

	X1 -> Y
	0,537
	0,511
	0,172
	3,130
	0,002

	X2 -> Y
	-0,392
	-0,372
	0,128
	3,056
	0,003

	X3 -> Y
	0,571
	0,593
	0,215
	2,651
	0,009

	X4 -> Y
	0,108
	0,099
	0,114
	0,940
	0,349


Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2025
Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa melalui hasil uji bootstrapping menyatakan bahwa:
1. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pada hasil uji bootstrapping diatas nilai p-value 0,002 < 0,05 dan t-statistic 3,130 > 1,96 maka hipotesis diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.
2. Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhaap Kepatuhan Wajib Pajak. Pada hasil uji bootstrapping diatas nilai p-value 0,003 < 0,05 dan t-statistic 3,056 > 1,96 maka hipoteris diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pada hasil uji bootstrapping diatas nilai p-value 0,009 < 0,05 dan t-statistic 2,651 > 1,96 maka hipotesis diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.
4. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pada hasil uji bootstrapping diatas nilai p-value 0,349 > 0,05 dan t-statistic 0,940 < 1,96 maka hipotesis ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.
4.2 [bookmark: _Toc210724813]Pembahasan
Berikut disajikan ringkasan dari hasil pengujian hipotesis penelitian yang telah dilakukan:
[bookmark: _Toc210013233]Tabel 4. 10 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis
	Hipotesis
	Keterangan

	H1
	Pengetahuan peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.
	Diterima

	H2
	Digitalisasi layanan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.
	Diterima

	H3
	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.
	Diterima

	H4
	Persepsi wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.
	Ditolak


Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2025
[bookmark: _Toc210724814]4.5.1 Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce
Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini diperoleh bahwa pengetahuan peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji bootstrapping diatas nilai p-value 0,002 < 0,05 dan t-statistic 3,130 > 1,96 maka hipotesis diterima. Hal ini berarti pengetahuan peraturan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce. 
Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jika wajib pajak menyadari bahwa pengetahuan peraturan pajak harus terpenuhi karena ketidakpatuhannya lebih besar dari kewajiban pajaknya sendiri, maka wajib pajak pengguna e-commerce akan lebih memilih untuk melakukan kepatuhan perpajakan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pengaruh pengetahuan peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce adalah dari pengalaman wajib pajak pengguna e-commerce dalam menjalankan kewajiban pajaknya, yang artinya semakin sering wajib pajak berinteraksi dengan sistem pajak seperti prosedur pelaporan, pembayaran, serta konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan, dan memahami aturan yang berlaku dengan baik. Dampak yang akan terjadi maka wajib pajak pengguna e-commerce akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu.
Hal ini mendukung Teori Perilaku Terencana atau Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) bahwa pengetahuan menjadi alasan wajib pajak untuk patuh akan aturan perpajakan, dengan pengetahuan yang baik akan menimbulkan sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dan tindakan yang dilakukan. Jika seorang wajib pajak pengguna e-commerce paham akan aturan pajak dan mempunyai pengetahuan pajak yang cukup, juga percaya diri dan merasa bertanggung jawab, maka pengguna e-commerce akan patuh membayar pajak dengan sukarela.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Sitorus et al., (2020), Anandita et al., (2021), dan Angelina (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan peraturan pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesamaan temuan ini memperkuat bahwa pengetahuan peraturan pajak memainkan peran penting dalam bentuk sikap wajib pajak pengguna e-commerce. Dengan kata lain, memiliki pengetahuan yang baik tentang hak dan kewajiban, serta prosedur dan sanksi dalam perpajakan, akan menjadikan wajib pajak pengguna e-commerce lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. 

[bookmark: _Toc210724815]4.5.2 Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce
Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini diperoleh bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji bootstrapping diatas nilai p-value 0,003 < 0,05 dan t-statistic 3,056 > 1,96 maka hipoteris diterima. Hal ini berarti digitalisasi layanan pajak dapat mendorong wajib pajak pengguna e-commerce untuk melakukan kepatuhan dalam membayar pajak. 
Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa semakin modern dan mudahnya digitalisasi layanan pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dengan adanya sistem yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (seperti e-filling dan e-billing) semakin besar dorongan bagi pedagang e-commerce untuk patuh. Faktor yang mempengaruhi adalah WP yang terbiasa beroperasi secara online, layanan digital pajak dinggap selaras dengan gaya bisnis mereka. 
Dampak yang akan terjadi adalah WP e-commerce menjadi lebih disiplin dalam pelaporan dan tepat waktu dalam pembayaran yang berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara. Hasil ini menggaris bawahi perlunya Direktorat Jenderal Pajak untuk terus mengembangkan inovasi layanan digital agar dapat menjangkau dan mempertahankan kepatuhan di pasar ekonomi digital yang berkembang pesat.
Hal ini mendukung Teori Perilaku Terencana atau Theory of Planned Behavior (TPB), yang mengansumsikan bahwa teknologi oleh otoritas pajak secara efektir menanamkan tiga elemen kunci dari Theory of Planned Behavior (TPB) kepada pedagang atau pengguna e-commerce. Digitalisasi layanan pajak secara langsung memperbaiki sikap WP dengan menjadikan proses pajak mudah dan efisien, menguatkan norma subjektif melalui transparansi sistem, dan meningkatkkan kontrol perilaku yang dirasakan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Riningsih et al., (2024), Putri et al., (2024) dan Riyani et al., (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan canggih dan memudahkan proses administratif, wajib pajak pengguna e-commerce tetap memerlukan dorongan internal, seperti rasa tanggung jawab, serta niat dan sikap positif terhadap pajak.
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Hasil pengujian hipotesis ketiga pada penelitian ini diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji bootstrapping diatas nilai p-value 0,009 < 0,05 dan t-statistic 2,651 > 1,96 maka hipotesis diterima. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan kepatuhan wajib pajak Pengguna E-Commerce. 
Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak pengguna e-commerce mengenai hak dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak pengguna e-commerce yang memahami wajib pajak adalah kewajiban yang digunakan untuk pembangunan negara, mempunyai rasa tanggung jawab sosial, serta kepercayaan terhadap pemerintah bahwa pajak digunakan secara baik. 
Dampak yang akan terjadi maka wajib pajak akan menjadi lebih taat membayar dan melaporkan pajak tepat waktu tanpa harus dipaksa atau ditegur. Ini juga akan membantu pemerintah karena pengawasan dan pengingat dari petugas pajak dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tidak terlalu sering bersifat penegakan. 
Hal ini mendukung Teori Perilaku Terencana atau Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), menyatakan bahwa secara efektif meningkatkan keyakinan WP untuk mampu patuh dan memperbaiki sikap positif mereka terhadap kepatuhan, sehingga menstimulasi niat kepatuhan dan menghasilkan perilaku kepatuhan yang sebenarnya. Faktor yang mempengaruhi adalah WP merasa mampu dan percaya diri untuk memahami serta melaksanakan kewajiban pajak dengan benar karena WP memahami adanya tanggung jawab.
Dampak yang terjadi adalah adanya peningkatan kualitas kepatuhan yang terbukti melalui pelaporan yang tepat waktu, dan konsisten serta peningkatan kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan persaingan bisnis yang lebih adil. Dengan demikian, peningkatan kesadaran akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan mendorong terciptanya ekosistem perpajakan yang berkelanjutan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Isnaini et al., (2021), Ningrum (2023) dan Ratna (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memperkuat bahwa kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk perilaku patuh pajak dan mengerti pentingnya kontribusi wajib pajak pengguna e-commerce terhadap negara.
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Hasil pengujian hipotesis keempat pada penelitian ini diperoleh bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji bootstrapping diatas nilai p-value 0,349 > 0,05 dan t-statistic 0,940 < 1,96 maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti persepsi wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan kepatuhan wajib pajak Pengguna E-Commerce. 
Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap pentingnya pajak, keadilan pelayanan, dan kemudahan administrasi positif, faktor-faktor tersebut belum optimal atau belum dirasakan secara konsisten oleh semua wajib pajak sehingga pengaruhnya terhadap kepatuhan belum cukup kuat. Variabilitas dalam tanggapan dan adanya hambatan rill dalam pelayanan dan administrasi pajak menjadikan pengaruh tersebut kurang signifikan. 
Dampak yang akan terjadi maka meskipun wajib pajak pengguna e-commerce sudah memiliki pandangan yang baik tentang pajak, hal ini belum cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce. Artinya, masih dibutuhkan pendekatan lain, seperti melalui peningkatan transparansi, pelayanan pajak yang optimal, serta sosialisasi yang menyentuh aspek kepercayaan dan manfaat nyata daripajak agar wajib pajak pengguna e-commerce benar-benar taat membayar dan melaporkan pajak.
Hal ini mendukung Teori Perilaku Terencana atau Theory of Planned Behavior (TPB), yang menyatakan persepsi wajib pajak memengaruhi sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Ketika persepsi ini baik, wajib pajak akan memiliki sikap yang lebih positif dan merasa lebih mampu untuk patuh, yang pada akhirnya akan mendorong niat dan perilaku kepatuhan yang sesungguhnya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Dewi et al., (2016) Irwansyah (2021), dan Prakusya (2020) yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun seorang wajib pajak pengguna e-commerce memiliki persepsi positif yang baik terhadap sistem pajak namun belum tentu diikuti oleh tindakan nyata. Karena untuk mendorong kepatuhan, perlu juga kesadaran, dan dorongan diri yang kuat.
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5.1 [bookmark: _Toc210724820]Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diungkapkan dalam penelitian ini, bahwa kesimpulannya:
1. Pengetahuan Peraturan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak pengguna e-commerce untuk patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

2. Digitalisasi Layanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan, kecepatan, dan aksebilitas yang ditawarkan oleh layanan digital telah berhasil mendorong perilaku kepatuhan yang tinggi khususnya di kalangan pengguna e-commerce.

3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. Dengan ini menegaskan bahwa rasa tanggung jawab dan pemahaman terhadap pentingnya pajak berperan penting dalam mendorong wajib pajak untuk patuh tanpa harus dipaksa.

4. Persepsi Wajib Pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. Dengan kata lain, persepsi atau pandangan wajib pajak pengguna e-commerce terhadap sistem dan kebijakan pajak belum cukup kuat untuk secara langsung memengaruhi perilaku kepatuhan. 

5.2 [bookmark: _Toc210724821]Saran
Adanya keterbatasan penelitian ini pada variabel digitalisasi layanan pajak dan persepsi wajib pajak, sehingga peneliti dapat memberikan saran:
1. Bagi Wajib Pajak Pengguna E-Commerce
Pelaku e-commerce sebagai wajib pajak diharapkan untuk dapat memanfaatkan fasilitas digital yang telah disediakan oleh pemerintah. Serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan kemauan untuk patuh secara sukarela sangat diperlukan untuk mendukung sistem perpajakan yang transparan dan berkelanjutan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah variabel persepsi wajib pajak. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel penelitian atau menambah variabel baru seperti tingkat kepercayaan terhadap sistem digital, pengalaman menggunakan layanan pajak digital, atau dukungan lingkungan sosial guna mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan. 

6. 
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[bookmark: _Toc211577695]Lampiran 1. 1 Kuesioner Penelitian
Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce di Kalimantan Timur
Assalamualaikum Wr. Wb
Saya Ira Choiri, mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda, saat ini sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce di Kalimantan Timur”.
Sehubungan dengan itu, saya membutuhkan sejumlah data melalui kuesioner ini. Saya memohon kesediaan saudara/i untuk mengisi kuesioner di bawah sesuai dengan yang dialami. Data yang terkumpul hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga keamanannya. Atas perhatian dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb
1. PETUNJUK PENGISIAN
Berikan tanda centang (✔) pada kolom skala pengukuran dari setiap pernyataan yang 
tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan keterangan :
STB (1)	= Sangat Tidak Baik
TB (2)	= Tidak Baik
B (3)	= Baik
SB (4)	= Sangat Baik



2. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama 					:
(Nama tidak dilampirkan di skripsi)
2. Nama Usaha				:
3. Jenis Kelamin				:
□ Pria	
□ Wanita
4. Domisili				:
(Cukup Kabupaten/Kota)
5. Platform Transaksi E-Commerce	:
□ Shopee
□ Tiktok Shop
□ Lazada
□ Instagram
□ Marketplace Facebook
6. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
□ Ya
□ Tidak

3. PERNYATAAN
a. Variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)
	No
	Pernyataan
	STB
(1)
	TB
(2)
	B
(3)
	SB
(4)

	1.
	Mampu memahami dan menjelaskan peraturan perpajakan serta dampak dan konsekuensinya.
	
	
	
	

	2.
	Mampu memahami peraturan perpajakan dan memberikan contoh kasus.
	
	
	
	

	3.
	Mampu memahami dan menarik kesimpulan dari peraturan perpajakan.
	
	
	
	

	4.
	Mampu memahami dan membandingkan peraturan perpajakan dalam situasi yang berbeda.
	
	
	
	

	5.
	Mampu menilai dampak dari pelaksanaan peraturan perpajakan.
	
	
	
	


b. Variabel Digitalisasi Layanan Pajak (X2)
	No
	Pernyataan
	STB
(1)
	TB
(2)
	B
(3)
	SB
(4)

	1.
	Layanan pajak digital yang diberikan mudah diakses, efisien, dan transparan.
	
	
	
	

	2.
	Mudah akses informasi perpajakan.
	
	
	
	

	3.
	Inovasi layanan pajak cepat dan mudah diakses.
	
	
	
	



c. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	No
	Pernyataan
	STB
(1)
	TB
(2)
	B
(3)
	SB
(4)

	1.
	Mengetahui undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
	
	
	
	

	2.
	Memahami bahwa pajak sebagai sumber pembiayaan negara.
	
	
	
	

	3.
	Memahami kewajiban perpajakan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	
	
	
	

	4.
	Memahami bahwa fungsi pajak sebagai pembiayaan negara.
	
	
	
	



d. Variabel Persepsi Wajib Pajak (X4)
	No
	Pernyataan
	STB
(1)
	TB
(2)
	B
(3)
	SB
(4)

	1.
	Wajib Pajak memahami akan pentingnya pajak.
	
	
	
	

	2.
	Direktorat Jenderal Pajak memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.
	
	
	
	

	3.
	Direktorat Jenderal Pajak bersikap adil dalam melayani Wajib Pajak.
	
	
	
	

	4.
	Memberikan kemudahan menjalani proses administrasi pajak tanpa beban dan merasa dihargai.
	
	
	
	

	5.
	Direktorat Jenderal Pajak dapat dipercaya untuk memberikan informasi yang akurat, dan pelayanan yang baik.
	
	
	
	






e. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	No
	Pernyataan
	STB
(1)
	TB
(2)
	B
(3)
	SB
(4)

	1.
	Wajib Pajak patuh dalam mendaftarkan diri.
	
	
	
	

	2.
	Wajib Pajak mematuhi penyetoran kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu.
	
	
	
	

	3.
	Wajib Pajak telah menghitung dan membayar pajak atas penghasilan sesuai ketentuan perpajakan.
	
	
	
	

	4.
	Wajib Pajak patuh atas pembayaran dari tunggakan pajak baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) maupun Surat Ketetapan Pajak (STP).
	
	
	
	





[bookmark: _Toc211577696]Lampiran 1. 2 Output SmartPLS 4.0 
1. Metode Analisis Outer Model
1. Convergent Validity
Tabel 1.1 Hasil Outer Loading (Data Tidak Valid)
[image: ]

Tabel 1. 2 Hasil Outer Loading (Data Valid)
[image: ]
Tabel 1. 3 Hasil Nilai AVE (Average Variance Extracted)
[image: ]



2. Discriminant Validity
Tabel 1. 4 Hasil Cross-Loading
[image: ]

3. Cronbach’s Alpha
Tabel 1. 5 Hasil Cronbach’s Alpha
[image: ]

2. Motode Analisis Inner Model
1. R-Square
Tabel 1. 6 Hasil R-Square
[image: ]

2. F-Square
Tabel 1. 7 Hasil F-Square
[image: ]


3. Metode Pengujian Hipotesis
Tabel 1. 8 Hasil Path Analysis
[image: ]
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	NO
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	TOTAL_X1
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	TOTAL_X2

	1
	2
	1
	1
	2
	2
	8
	1
	2
	1
	4

	2
	3
	4
	2
	2
	2
	13
	3
	3
	2
	8

	3
	2
	2
	2
	2
	2
	10
	2
	2
	2
	6

	4
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	4
	12

	5
	3
	4
	3
	3
	3
	16
	3
	4
	3
	10

	6
	4
	3
	3
	3
	3
	16
	3
	3
	3
	9

	7
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	3
	3
	3
	9

	8
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	3
	3
	3
	9

	9
	4
	4
	3
	4
	4
	19
	4
	4
	3
	11

	10
	3
	3
	2
	2
	3
	13
	3
	2
	2
	7

	11
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	3
	3
	3
	9

	12
	4
	3
	3
	3
	4
	17
	4
	4
	3
	11

	13
	4
	3
	3
	3
	4
	17
	4
	4
	3
	11

	14
	3
	3
	4
	4
	3
	17
	3
	4
	4
	11

	15
	4
	3
	3
	4
	3
	17
	4
	3
	3
	10

	16
	3
	4
	4
	4
	4
	19
	3
	3
	4
	10

	17
	4
	3
	4
	3
	4
	18
	4
	4
	4
	12

	18
	4
	4
	3
	4
	4
	19
	4
	4
	3
	11

	19
	3
	4
	4
	3
	4
	18
	3
	4
	4
	11

	20
	4
	4
	4
	3
	4
	19
	4
	3
	4
	11

	21
	3
	4
	4
	3
	4
	18
	3
	3
	4
	10

	22
	4
	3
	4
	3
	4
	18
	4
	3
	4
	11

	23
	4
	3
	4
	4
	4
	19
	3
	4
	4
	11

	24
	4
	4
	3
	3
	4
	18
	4
	3
	3
	10

	25
	4
	4
	4
	4
	3
	19
	3
	3
	4
	10

	26
	3
	4
	4
	4
	3
	18
	3
	4
	4
	11

	27
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	3
	4
	4
	11

	28
	3
	4
	4
	4
	3
	18
	3
	3
	4
	10

	29
	4
	3
	4
	4
	3
	18
	4
	4
	4
	12

	30
	4
	3
	3
	4
	4
	18
	4
	4
	3
	11

	31
	3
	4
	3
	4
	3
	17
	4
	4
	3
	11

	32
	3
	4
	3
	4
	3
	17
	4
	4
	3
	11

	33
	4
	3
	3
	3
	4
	17
	2
	3
	3
	8

	34
	2
	3
	4
	3
	2
	14
	3
	3
	4
	10

	35
	4
	3
	3
	2
	4
	16
	3
	3
	3
	9

	36
	4
	3
	3
	2
	3
	15
	2
	4
	3
	9

	37
	4
	4
	3
	4
	4
	19
	4
	4
	3
	11

	38
	4
	4
	4
	3
	4
	19
	4
	3
	4
	11

	39
	4
	4
	4
	3
	4
	19
	4
	4
	4
	12

	40
	3
	3
	4
	3
	4
	17
	3
	4
	4
	11

	41
	3
	3
	4
	3
	3
	16
	3
	4
	4
	11

	42
	3
	3
	4
	4
	3
	17
	3
	4
	4
	11

	43
	3
	4
	4
	3
	4
	18
	4
	4
	4
	12

	44
	4
	4
	4
	3
	4
	19
	3
	3
	4
	10

	45
	4
	4
	4
	3
	4
	19
	3
	3
	4
	10

	NO
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	TOTAL_X1
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	TOTAL_X2

	46
	4
	4
	4
	3
	4
	19
	3
	3
	4
	10

	47
	4
	4
	4
	3
	4
	19
	3
	3
	4
	10

	48
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	3
	4
	4
	11

	49
	4
	4
	3
	4
	3
	18
	3
	4
	3
	10

	50
	4
	4
	4
	3
	4
	19
	4
	3
	4
	11

	51
	4
	4
	3
	3
	4
	18
	4
	3
	3
	10

	52
	4
	4
	3
	4
	3
	18
	3
	4
	3
	10

	53
	4
	3
	4
	4
	3
	18
	4
	3
	4
	11

	54
	3
	3
	4
	3
	3
	16
	3
	3
	4
	10

	55
	3
	3
	4
	3
	3
	16
	3
	3
	4
	10

	56
	3
	3
	4
	3
	3
	16
	4
	3
	4
	11

	57
	3
	3
	4
	3
	3
	16
	4
	4
	4
	12

	58
	3
	3
	4
	3
	4
	17
	4
	4
	4
	12

	59
	3
	3
	3
	4
	3
	16
	4
	4
	3
	11

	60
	4
	3
	3
	4
	3
	17
	3
	3
	3
	9

	61
	4
	3
	3
	4
	3
	17
	3
	3
	3
	9

	62
	3
	3
	4
	3
	4
	17
	4
	4
	4
	12

	63
	3
	2
	3
	2
	3
	13
	3
	3
	3
	9

	64
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	4
	12

	65
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	3
	3
	3
	9

	66
	3
	4
	3
	3
	3
	16
	3
	3
	3
	9

	67
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	3
	3
	3
	9

	68
	4
	2
	4
	3
	3
	16
	3
	3
	4
	10

	69
	3
	4
	3
	3
	3
	16
	3
	3
	3
	9

	70
	3
	4
	4
	3
	3
	17
	3
	3
	4
	10

	71
	4
	3
	3
	3
	3
	16
	3
	3
	3
	9

	72
	3
	3
	4
	4
	4
	18
	4
	4
	4
	12

	73
	3
	4
	2
	2
	3
	14
	3
	3
	2
	8

	74
	2
	2
	2
	2
	2
	10
	3
	3
	2
	8

	75
	3
	3
	3
	4
	4
	17
	3
	3
	3
	9

	76
	4
	3
	3
	3
	3
	16
	3
	3
	3
	9

	77
	3
	3
	3
	4
	3
	16
	2
	1
	3
	6

	78
	4
	4
	3
	4
	3
	18
	4
	3
	3
	10

	79
	4
	3
	3
	3
	3
	16
	3
	4
	3
	10

	80
	3
	4
	4
	4
	4
	19
	4
	4
	4
	12

	81
	3
	2
	2
	3
	4
	14
	2
	3
	2
	7

	82
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	3
	3
	4
	10

	83
	4
	3
	3
	2
	3
	15
	2
	3
	3
	8

	84
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	3
	3
	3
	9

	85
	4
	3
	3
	2
	3
	15
	4
	4
	3
	11

	86
	3
	3
	3
	1
	4
	14
	1
	1
	3
	5

	87
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	3
	3
	3
	9

	88
	4
	3
	4
	4
	3
	18
	4
	4
	4
	12

	89
	2
	3
	3
	4
	3
	15
	3
	4
	3
	10

	90
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	4
	12

	91
	3
	4
	3
	3
	4
	17
	3
	3
	3
	9

	92
	3
	4
	3
	4
	4
	18
	4
	4
	3
	11

	NO
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	TOTAL_X1
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	TOTAL_X2

	93
	3
	2
	1
	1
	2
	9
	2
	2
	1
	5

	94
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	4
	12

	95
	3
	2
	3
	3
	3
	14
	3
	3
	3
	9

	96
	4
	4
	3
	3
	3
	17
	4
	3
	3
	10

	97
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	3
	3
	3
	9

	98
	2
	3
	4
	4
	4
	17
	1
	1
	4
	6

	99
	4
	4
	4
	4
	3
	19
	4
	4
	4
	12

	100
	4
	3
	3
	4
	4
	18
	4
	4
	3
	11







	NO
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	TOTAL_X3
	X4.1
	X4.2
	X4.3
	X4.4
	X4.5
	TOTAL_X4

	1
	2
	2
	1
	1
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	2
	3
	3
	4
	3
	13
	2
	2
	2
	3
	3
	12

	3
	2
	2
	2
	2
	8
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	4
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	5
	3
	4
	4
	3
	14
	3
	3
	4
	3
	4
	17

	6
	4
	3
	3
	3
	13
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	7
	3
	3
	3
	3
	12
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	8
	3
	3
	3
	3
	12
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	9
	4
	4
	4
	4
	16
	3
	3
	3
	4
	4
	17

	10
	3
	2
	3
	3
	11
	2
	2
	2
	3
	3
	12

	11
	3
	3
	3
	3
	12
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	12
	4
	4
	3
	4
	15
	3
	3
	4
	4
	4
	18

	13
	4
	4
	3
	4
	15
	4
	3
	3
	4
	3
	17

	14
	3
	4
	3
	3
	13
	3
	4
	4
	3
	4
	18

	15
	4
	3
	3
	4
	14
	3
	3
	4
	4
	3
	17

	16
	3
	3
	4
	3
	13
	3
	4
	4
	3
	4
	18

	17
	4
	4
	3
	4
	15
	3
	4
	3
	4
	3
	17

	18
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	3
	3
	4
	3
	17

	19
	3
	4
	4
	3
	14
	3
	4
	3
	3
	4
	17

	20
	4
	3
	4
	4
	15
	3
	4
	3
	4
	3
	17

	21
	3
	3
	4
	3
	13
	3
	4
	4
	3
	4
	18

	22
	4
	3
	3
	4
	14
	3
	4
	3
	4
	3
	17

	23
	4
	4
	3
	3
	14
	3
	4
	4
	3
	4
	18

	24
	4
	3
	4
	4
	15
	3
	3
	3
	4
	4
	17

	25
	4
	3
	4
	3
	14
	3
	4
	3
	3
	4
	17

	26
	3
	4
	4
	3
	14
	3
	4
	3
	3
	4
	17

	27
	4
	4
	4
	3
	15
	4
	4
	3
	3
	4
	18

	28
	3
	3
	4
	3
	13
	3
	4
	4
	3
	4
	18

	29
	4
	4
	3
	4
	15
	3
	4
	3
	4
	3
	17

	30
	4
	4
	3
	4
	15
	4
	3
	3
	4
	3
	17

	31
	3
	4
	4
	4
	15
	3
	3
	3
	4
	4
	17

	32
	3
	4
	4
	4
	15
	4
	3
	3
	4
	4
	18

	33
	4
	3
	3
	2
	12
	3
	3
	2
	2
	4
	14

	34
	2
	3
	3
	3
	11
	4
	4
	4
	3
	4
	19

	35
	4
	3
	3
	3
	13
	4
	3
	4
	3
	4
	18

	36
	4
	4
	3
	2
	13
	4
	3
	3
	2
	3
	15

	37
	4
	4
	4
	4
	16
	2
	3
	3
	4
	3
	15

	38
	4
	3
	4
	4
	15
	4
	4
	3
	4
	3
	18

	39
	4
	4
	4
	4
	16
	3
	4
	3
	4
	3
	17

	40
	3
	4
	3
	3
	13
	4
	4
	4
	3
	4
	19

	41
	3
	4
	3
	3
	13
	4
	4
	4
	3
	4
	19

	42
	3
	4
	3
	3
	13
	3
	4
	4
	3
	4
	18

	43
	3
	4
	4
	4
	15
	3
	4
	3
	4
	3
	17

	44
	4
	3
	4
	3
	14
	3
	4
	4
	3
	4
	18

	45
	4
	3
	4
	3
	14
	3
	4
	4
	3
	4
	18

	46
	4
	3
	4
	3
	14
	3
	4
	4
	3
	4
	18

	47
	4
	3
	4
	3
	14
	3
	4
	4
	3
	4
	18

	NO
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	TOTAL_X3
	X4.1
	X4.2
	X4.3
	X4.4
	X4.5
	TOTAL_X4

	48
	4
	4
	4
	3
	15
	4
	4
	3
	3
	4
	18

	49
	4
	4
	4
	3
	15
	4
	3
	3
	3
	4
	17

	50
	4
	3
	4
	4
	15
	4
	4
	4
	4
	3
	19

	51
	4
	3
	4
	4
	15
	4
	3
	3
	4
	4
	18

	52
	4
	4
	4
	3
	15
	4
	3
	3
	3
	4
	17

	53
	4
	3
	3
	4
	14
	3
	4
	4
	4
	3
	18

	54
	3
	3
	3
	3
	12
	3
	4
	4
	3
	3
	17

	55
	3
	3
	3
	3
	12
	3
	4
	4
	3
	3
	17

	56
	3
	3
	3
	4
	13
	3
	4
	4
	4
	3
	18

	57
	3
	4
	3
	4
	14
	3
	4
	4
	4
	3
	18

	58
	3
	4
	3
	4
	14
	3
	4
	3
	4
	3
	17

	59
	3
	4
	3
	4
	14
	2
	3
	3
	4
	3
	15

	60
	4
	3
	3
	3
	13
	4
	3
	4
	3
	4
	18

	61
	4
	3
	3
	3
	13
	4
	3
	4
	3
	4
	18

	62
	3
	4
	3
	4
	14
	3
	4
	3
	4
	3
	17

	63
	3
	3
	2
	3
	11
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	64
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	65
	3
	3
	3
	3
	12
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	66
	3
	3
	4
	3
	13
	4
	3
	3
	3
	4
	17

	67
	3
	3
	3
	3
	12
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	68
	4
	3
	2
	3
	12
	3
	4
	3
	3
	3
	16

	69
	3
	3
	4
	3
	13
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	70
	3
	3
	4
	3
	13
	4
	4
	3
	3
	3
	17

	71
	4
	3
	3
	3
	13
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	72
	3
	4
	3
	4
	14
	3
	4
	4
	4
	4
	19

	73
	3
	3
	4
	3
	13
	3
	2
	3
	3
	3
	14

	74
	2
	3
	2
	3
	10
	2
	2
	3
	3
	3
	13

	75
	3
	3
	3
	3
	12
	4
	3
	4
	3
	4
	18

	76
	4
	3
	3
	3
	13
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	77
	3
	1
	3
	2
	9
	3
	3
	2
	2
	2
	12

	78
	4
	3
	4
	4
	15
	4
	3
	3
	4
	4
	18

	79
	4
	4
	3
	3
	14
	3
	3
	4
	3
	3
	16

	80
	3
	4
	4
	4
	15
	3
	4
	4
	4
	4
	19

	81
	3
	3
	2
	2
	10
	4
	2
	3
	2
	4
	15

	82
	4
	3
	4
	3
	14
	4
	4
	3
	3
	4
	18

	83
	4
	3
	3
	2
	12
	3
	3
	3
	2
	2
	13

	84
	3
	3
	3
	3
	12
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	85
	4
	4
	3
	4
	15
	3
	3
	4
	4
	4
	18

	86
	3
	1
	3
	1
	8
	2
	3
	2
	1
	3
	11

	87
	3
	3
	3
	3
	12
	3
	3
	2
	3
	3
	14

	88
	4
	4
	3
	4
	15
	3
	4
	3
	4
	3
	17

	89
	2
	4
	3
	3
	12
	4
	3
	3
	3
	2
	15

	90
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	91
	3
	3
	4
	3
	13
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	92
	3
	4
	4
	4
	15
	3
	3
	4
	4
	4
	18

	93
	3
	2
	2
	2
	9
	2
	1
	2
	2
	2
	9

	94
	4
	4
	4
	4
	16
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	NO
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	TOTAL_X3
	X4.1
	X4.2
	X4.3
	X4.4
	X4.5
	TOTAL_X4

	95
	3
	3
	2
	3
	11
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	96
	4
	3
	4
	4
	15
	2
	3
	3
	4
	3
	15

	97
	3
	3
	3
	3
	12
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	98
	2
	1
	3
	1
	7
	4
	4
	1
	1
	1
	11

	99
	4
	4
	4
	4
	16
	3
	4
	3
	4
	4
	18

	100
	4
	4
	3
	4
	15
	4
	3
	4
	4
	4
	19





	NO
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4
	TOTAL_Y

	1
	1
	1
	1
	1
	4

	2
	4
	4
	4
	4
	16

	3
	2
	2
	3
	2
	9

	4
	4
	4
	4
	4
	16

	5
	4
	4
	4
	3
	15

	6
	3
	3
	3
	3
	12

	7
	3
	3
	3
	3
	12

	8
	3
	3
	3
	3
	12

	9
	4
	4
	4
	4
	16

	10
	3
	2
	2
	2
	9

	11
	3
	3
	3
	3
	12

	12
	3
	3
	4
	4
	14

	13
	3
	3
	4
	4
	14

	14
	3
	3
	4
	4
	14

	15
	3
	3
	4
	3
	13

	16
	4
	3
	4
	3
	14

	17
	3
	3
	4
	3
	13

	18
	4
	4
	3
	4
	15

	19
	4
	4
	3
	4
	15

	20
	4
	4
	3
	4
	15

	21
	4
	3
	3
	4
	14

	22
	3
	3
	4
	3
	13

	23
	3
	3
	4
	4
	14

	24
	4
	4
	3
	4
	15

	25
	4
	4
	3
	4
	15

	26
	4
	3
	3
	4
	14

	27
	4
	3
	3
	4
	14

	28
	4
	4
	3
	4
	15

	29
	3
	4
	4
	3
	14

	30
	3
	4
	3
	3
	13

	31
	4
	3
	3
	4
	14

	32
	4
	4
	3
	4
	15

	33
	3
	4
	3
	4
	14

	34
	3
	4
	3
	2
	12

	35
	3
	4
	3
	3
	13

	36
	3
	4
	3
	4
	14

	37
	4
	3
	4
	4
	15

	38
	4
	4
	3
	4
	15

	39
	4
	3
	3
	4
	14

	40
	3
	4
	4
	3
	14

	41
	3
	4
	4
	3
	14

	42
	3
	4
	4
	3
	14

	43
	4
	3
	4
	3
	14

	44
	4
	3
	4
	3
	14

	45
	4
	3
	4
	3
	14

	46
	4
	3
	4
	3
	14

	47
	4
	3
	4
	3
	14

	NO
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4
	TOTAL_Y

	48
	4
	3
	4
	3
	14

	49
	4
	4
	3
	4
	15

	50
	4
	4
	3
	4
	15

	51
	4
	3
	4
	3
	14

	52
	4
	3
	4
	3
	14

	53
	3
	3
	4
	3
	13

	54
	3
	3
	4
	4
	14

	55
	3
	4
	3
	3
	13

	56
	3
	3
	4
	4
	14

	57
	3
	3
	4
	3
	13

	58
	3
	4
	3
	4
	14

	59
	3
	4
	3
	4
	14

	60
	3
	4
	3
	4
	14

	61
	3
	4
	3
	4
	14

	62
	3
	4
	3
	4
	14

	63
	2
	2
	2
	3
	9

	64
	4
	4
	4
	4
	16

	65
	3
	3
	3
	3
	12

	66
	4
	4
	4
	3
	15

	67
	3
	3
	3
	3
	12

	68
	2
	2
	1
	1
	6

	69
	4
	4
	4
	3
	15

	70
	4
	3
	3
	3
	13

	71
	3
	3
	3
	3
	12

	72
	3
	3
	3
	3
	12

	73
	4
	4
	4
	3
	15

	74
	2
	2
	2
	2
	8

	75
	3
	4
	3
	4
	14

	76
	3
	4
	2
	2
	11

	77
	3
	3
	4
	3
	13

	78
	4
	4
	3
	3
	14

	79
	3
	3
	3
	3
	12

	80
	4
	4
	4
	4
	16

	81
	2
	3
	3
	4
	12

	82
	4
	4
	4
	4
	16

	83
	3
	3
	3
	3
	12

	84
	3
	3
	3
	3
	12

	85
	3
	3
	3
	3
	12

	86
	3
	3
	4
	3
	13

	87
	3
	3
	3
	3
	12

	88
	3
	3
	4
	3
	13

	89
	3
	4
	2
	4
	13

	90
	4
	4
	4
	4
	16

	91
	4
	4
	4
	4
	16

	92
	4
	4
	4
	3
	15

	93
	2
	2
	2
	2
	8

	94
	4
	4
	4
	4
	16

	NO
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4
	TOTAL_Y

	95
	2
	2
	2
	2
	8

	96
	4
	4
	4
	4
	16

	97
	3
	3
	3
	3
	12

	98
	3
	3
	4
	4
	14

	99
	4
	4
	4
	4
	16

	100
	3
	4
	3
	4
	14
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KABUPATEN KOTA (Ni)

Mikro Kecil  Menengah Jumlah

1SAMARINDA 103.028 458 238 103.724 41,81% 43.367                     30,87% 0,3087              31             

2BALIKPAPAN 31.814 4.616 345 36.775 41,81% 15.376                     10,94% 0,1094              11             

3BERAU 14.214 693 35 14.942 41,81% 6.247                        4,45% 0,0445              4               

4KUTAI KARTANEGARA 58.831 1.479 118 60.428 41,81% 25.265                     17,98% 0,1798              18             

5PASER 45.641 30 0 45.671 41,81% 19.095                     13,59% 0,1359              13             

6BONTANG 32.218 726 133 33.077 41,81% 13.829                     9,84% 0,0984              10             

7KUTAI TIMUR 13.428 146 92 13.666 41,81% 5.714                        4,07% 0,0407              4               

8PANAJAM PASER UTARA 12.285 930 14 13.229 41,81% 5.531                        3,94% 0,0394             

4               

9KUTAI BARAT 13.734 231 12 13.977 41,81% 5.844                        4,16% 0,0416             

4               

10MAHULU 505 51 0 556 41,81% 232                           0,17% 0,0017              1               

325.698 9.360 987 336.045 140.500                   100           

Sumber Data : Diolah dari Online Data System Kemenkop dan UKM RI, Dinas Kab Kota

                             Yang Membidangi Koperasi dan UMKM, Disperindagkop dan UKM Prov. Kaltim
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